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KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL

 BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 
PADA PEMBUKAAN RAPAT KOORDINASI EVALUASI PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2019                                     DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
YOGYAKARTA, 3 JULI 2019
YTH.
SDR PARA DIREKTUR DI LINGKUNGAN DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN; 
YTH.
SDR PARA KEPALA SATKER DAN PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN                         TUGAS PEMBANTUAN;
YTH.
SDR PARA PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN; 
SERTA PARA HADIRIN YANG BERBAHAGIA,
ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB.
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA
MENGAWALI SAMBUTAN INI, MARILAH KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT SERTA KARUNIA-NYA SEHINGGA PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI KITA DAPAT HADIR PADA ”RAPAT KOORDINASI EVALUASI PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN” DALAM KEADAAN SEHAT WAL’AFIAT. 
PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA INI MERUPAKAN FORUM YANG STRATEGIS DALAM RANGKA MENGUKUR SEJAUH MANA PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN OLEH SATKER DAERAH BAIK DARI ASPEK REALISASI ANGGARAN, CAPAIAN OUTPUT, SERTA TATA KELOLA PENYELENGGARAANNYA. DENGAN DEMIKIAN DIHARAPKAN MENJAMIN UPAYA PEMENUHAN PERJANJIAN KINERJA DAPAT BERJALAN SECARA TERARAH DAN TERUKUR SESUAI DENGAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN YANG TELAH DITETAPKAN. DI SAMPING ITU PERTEMUAN INI JUGA PENTING DILAKUKAN UNTUK UNTUK MENDISKUSIKAN BERBAGAI PERKEMBANGAN DAN ISU AKTUAL SEPUTAR DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN SAAT INI MAUPUN KE DEPAN. 

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2019 YANG TELAH DITINDAKLANJUTI MELALUI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 061-092 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN SERTA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 118-094 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI WILAYAH PROVINSI, TELAH DIALOKASIKAN ANGGARAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG MELIPUTI:

A. DEKONSENTRASI PENGUATAN PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT SEBESAR 7 MILYAR YANG DIALOKASIKAN KEPADA 34 PROVINSI;

B. DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PTSP PRIMA SEBESAR 6 MILYAR YANG DIALOKASIKAN KEPADA 10 PROVINSI;
C. DEKONSENTRASI PELAKSANAAN KERJASAMA PERBATASAN NEGARA DI DAERAH SEBESAR 1,8 MILYAR YANG DIALOKASIKAN KEPADA 7 PROVINSI;

D. TUGAS PEMBANTUAN PEMBANGUNAN SARPRAS PEMERINTAHAN DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA SEBESAR 4,15 MILYAR UNTUK 3 SATKER DAERAH.

BERDASARKAN PEMANTAUAN TERHADAP APLIKASI SMART KEMENTERIAN KEUANGAN, DARI ASPEK REALISASI ANGGARAN HINGGA SAAT INI MASIH JAUH DARI TARGET RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN TRIWULAN II KEMENTERIAN DALAM NEGERI. SAMPAI SAAT INI TOTAL REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KEGIATAN DEKONSENTRASI MASIH SEBESAR 14,14% DARI TARGET SEHARUSNYA 43% (DEVIASI 28,86%). ADAPUN UNTUK KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN REALISASINYA MASIH SEBESAR 0,63% DARI TARGET SEHARUSNYA 30 % (DEVIASI 29,27%).

TERJADINYA PERBEDAAN ANTARA TARGET DAN REALISASI MENUNJUKKAN ADANYA KENDALA DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM MENCAPAI OUTPUT (KELUARAN) KEGIATAN DEKONSENTRASI MAUPUN TUGAS PEMBANTUAN SEBAGAIMANA TELAH DITETAPKAN PADA JUKNIS. KENDALA DAN HAMBATAN TERSEBUT BISA SAJA DISEBABKAN DARI BERBAGAI FAKTOR SEPERTI  MANAJEMEN DAN TATA KELOLA, KOORDINASI, TEKNIS PELAKSANAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, ATAUPUN BERBAGAI KEMUNGKINAN LAINNYA YANG PADA FORUM INI PERLU KITA DISKUSIKAN PENYEBABNYA, DAN SETELAH ITU PERLU DIRUMUSKAN RENCANA TINDAK LANJUTNYA SEHINGGA PADA AKHIR TAHUN TIDAK MENGGANGGU PENCAPAIAN TARGET KINERJA YANG TELAH DITETAPKAN. DARI SISI PENYERAPAN PENYERAPAN ANGGARAN, UNTUK TAHUN 2019 SAYA TARGETKAN UNTUK KEGIATAN DEKONSENTRASI DAPAT TERSERAP SEKURANG-KURANGNYA 95%, SERTA UNTUK KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN DAPAT TERSERAP 98%. 

PENYERAPAN INI SANGAT PENTING DALAM RANGKA MENJAGA KONSISTENSI PENYERAPAN DAN CAPAIAN TARGET KEMENDAGRI DI MANA PADA TAHUN 2018 KEMENDAGRI TELAH MENDAPATKAN PENGHARGAAN DAN INSENTIF ATAS CAPAIAN TERBAIK KETIGA DARI SISI KINERJA PENGANGGARAN DAN CAPAIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA PADA KATEGORI PAGU SEDANG, SERTA MENSUKSESKAN TARGET KEMENTERIAN DALAM NEGERI UNTUK MENCAPAI PERINGKAT PERTAMA KINERJA PENGANGGARAN PADA TAHUN 2019. OLEH KARENANYA PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI SAYA MENGHARAPKAN KERJASAMA DARI SELURUH SATKER AGAR DAPAT MEMBERIKAN KINERJA TERBAIKNYA DALAM RANGKA MERAIH HARAPAN TERSEBUT.
HADIRIN YANG BERBAHAGIA,
DALAM RANGKA MEMASTIKAN PENINGKATAN KINERJA ANGGARAN, SAYA INGIN MENEKANKAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT:

1. KEPALA SATKER SELAKU KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG BERTANGGUNGJAWAB ATAS KEBERHASILAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN AGAR LEBIH MENINGKATKAN PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN MENJALANKAN KEWENANGAN YANG TELAH DIBERIKAN UNTUK MEMASTIKAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA.

2. PEJABAT PERBENDAHARAAN (KPA, PPK, PPSPM, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA) BAIK DARI SATKER DINAS PENANAMAN MODAL-PTSP, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PEKERJAAN UMUM ATAU SATKER TERKAIT LAINNYA AGAR MELAKSANAKAN KEWENANGAN YANG TELAH DIBERIKAN SEOPTIMAL MUNGKIN DENGAN MENINGKATKAN KOORDINASI BAIK DENGAN DIREKTORAT PEMBINA TEKNIS KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN MAUPUN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN/KPPN SETEMPAT SERTA MEMASTIKAN PELAKSANAN ANGGARAN DAPAT BERJALAN SECARA EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL SESUAI KETENTUAN PERUNDANGAN. CERMATI BERBAGAI PERKEMBANGAN REGULASI YANG MEMILIKI KETERKAITAN LANGSUNG DENGAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN STANDAR BIAYA, SERTA PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS.
3. MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA MEMPERCEPAT PENCAPAIAN KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN DAN BILA DIPERLUKAN UNTUK MELAKUKAN REVISI ANGGARAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI KINERJA BERKENAAN DENGAN  ALOKASI PAGU YANG SANGAT TERBATAS. PELAKSANAAN REVISI ANGGARAN MENGACU PADA KETENTUAN MAUPUN JUKNIS ANTARA LAIN DENGAN PERSETUJUAN DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN.
4. MENYAMPAIKAN LAPORAN MANAJERIAL DAN LAPORAN KINERJA SECARA BERKALA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM JUKNIS.
5. KHUSUS BAGI SATKER PELAKSANA KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN, AGAR MEMASTIKAN PENYELESAIAN KEGIATAN TIDAK MELEWATI TAHUN ANGGARAN 2019 DAN MENCERMATI KETENTUAN/ARAHAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN. SELANJUTNYA MELAKSANAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM APLIKASI PERSEDIAAN DAN SIMAK BMN SERTA MENGAJUKAN PERMOHONAN HIBAH SETELAH SELESAINYA KEGIATAN DILENGKAPI PERSYARATAN YANG TELAH DITENTUKAN.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA,
PERLU SAYA INFORMASIKAN BAHWA SEBAGAI TINDAK LANJUT TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT, SAAT INI DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN BERSAMA DENGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN SEDANG MELAKUKAN PEMBAHASAN RENCANA TAMBAHAN ANGGARAN DEKONSENTRASI PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2019 SEBAGAI TINDAK LANJUT SURAT MENTERI DALAM NEGERI KEPADA MENTERI KEUANGAN NOMOR 120/10162/SJ TANGGAL 21 NOVEMBER 2018. 

MENGINGAT WAKTU PELAKSANAAN ANGGARAN YANG MAKIN TERBATAS, KIRANYA DANA ON TOP DARI BAGIAN ANGGARAN (BA) BENDAHARA UMUM NEGARA YANG DIRENCANAKAN AKAN TURUN PADA TAHUN 2019 INI AKAN DIALOKASIKAN SECARA TEPAT SASARAN DAN EFISIEN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JENIS TUGAS YANG AKAN DILAKSANAKAN, KEMAMPUAN SDM, KEMAMPUAN PENYERAPAN ANGARAN TAHUN 2018 SERTA PERTIMBANGAN STRATEGIS LAINNYA AGAR DAPAT MENCAPAI PENYERAPAN ANGGARAN YANG OPTIMAL SEJALAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH.
HADIRIN YANG SAYA HORMATI,
SAAT INI KEMENTERIAN/LEMBAGA JUGA SEDANG MENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2020. BERDASARKAN RANCANGAN RKP YANG SEDANG DIBAHAS BERSAMA BAPPENAS DAN KEMENTERIAN KEUANGAN, PAGU INDIKATIF UNTUK PENDANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH TAHUN 2020 ADALAH SEBESAR RP.115.837.404.000,- (SERATUS LIMA BELAS MILYAR DELAPAN RATUS TIGA PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS EMPAT RIBU RUPIAH) UNTUK MEMBIAYAI SEKURANG-KURANGNYA 8 (DELAPAN) TUGAS DAN WEWENANG YAKNI:

1. MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA YANG DILAKSANAKAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM SATU PROVINSI;
2. MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA PEMERINTAH PUSAT ATAS USULAN DAK PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI WILAYAHNYA; 
3. PENGAWASAN PERDA KABUPATEN/KOTA; 
4. MENGEVALUASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TERKAIT PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN; 
5. MENGOORDINASIKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA; 
6. MENGOORDINASIKAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN ANTARA DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN ANTAR DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG ADA DI WILAYAHNYA (PEMBINAAN PENERAPAN SPM); 
7. PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA (PENGAWASAN CAPAIAN SPM )
8. SEKRETARIAT PERANGKAT GUBERNUR SBG WAKIL PEMERINTAH PUSAT
PELAKSANAAN JENIS TUGAS DAN WEWENANG AKAN MENINGKAT SETIAP TAHUNNYA SEJALAN DENGAN DENGAN PENINGKATAN ALOKASI PENDANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DARI APBN. HAL INI TENTUNYA AKAN TERWUJUD BILAMANA ALOKASI ANGGARAN DEKONSENTRASI TAHUN 2019 MAUPUN TAHUN 2020 DAPAT DILAKSANAKAN SECARA OPTIMAL DAN MENGHASILKAN OUTCOME, IMPACT DAN BENEFIT YANG DAPAT TERUKUR BAIK DI DAERAH MAUPUN SECARA NASIONAL, SEHINGGA DAPAT MEYAKINKAN PARA PENGAMBIL KEBIJAKAN TERKAIT PENGALOKASIAN ANGGARAN.
DENGAN TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG SAAT INI MASIH MENUNGGU PENETAPAN, SERTA BERBAGAI INSTRUMEN PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH YANG SEDANG DISUSUN PADA TAHUN 2019 BAIK DALAM BENTUK PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI MAUPUN INSTRUMEN DAN PEDOMAN LAINNYA, SAYA HARAPKAN DAPAT LEBIH MEMPERKUAT KUALITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN YANG ADA SERTA MEMPERKECIL PELUANG TERJADINYA BIAS YANG SERING KALI TERJADI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN YANG DISEBABKAN INSTRUMEN YANG MASIH BELUM LENGKAP.

HADIRIN YANG SAYA BANGGAKAN, 
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPENTINGAN NASIONAL DAN GOOD GOVERNANCE, SALAH SATU FUNGSI PEMERINTAHAN YANG PERLU DITERAPKAN ADALAH PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK.  KEMENTERIAN DALAM NEGERI SELAKU PEMBINA PTSP TELAH MENERBITKAN PERMENDAGRI NOMOR 138 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PTSP DAERAH YANG MENGAMANATKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENDORONG PENGINTEGRASIAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SECARA ELEKTRONIK. HAL INI DIPERKUAT DENGAN PP NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK. UNTUK ITU MELALUI PEMBINAAN YANG DILAKUKAN SECARA INTENSIF, KEMENDAGRI SECARA SERIUS MENDORONG PEMERINTAH DAERAH AGAR DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI E-MONEV DPMPTSP. 
DALAM KAITAN PERTEMUAN INI INGIN SAYA SAMPAIKAN BAHWA SESUAI DENGAN RENCANA KERJA KEMENDAGRI TAHUN 2020, AKAN DILAKUKAN PENYESUAIAN KONSTRUKSI PEMBINAAN OLEH PEMERINTAH DI MANA SAAT INI UNTUK PEMBINAAN KABUPATEN/KOTA DILAKSANAKAN MELALUI MEKANISME DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PTSP PRIMA, MAKA PADA TAHUN 2020 AKAN DILAKSANAKAN OLEH GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI 34 PROVINSI MELALUI DANA DEKONSENTRASI PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH. SAYA BERHARAP MELALUI PERUBAHAN INI AKAN MEMPERLUAS CAKUPAN PEMBINAAN KEPADA SELURUH KABUPATEN/KOTA SEHINGGA DAERAH YANG MENERAPKAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK AKAN SEMAKIN MENINGKAT SEKALIGUS MENINGKATKAN PERAN DAN FUNGSI GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK. 
HADIRIN YANG BERBAHAGIA, 
AKHIRNYA PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI, SAYA MENEKANKAN AGAR SELURUH PESERTA YANG HADIR  DAPAT MEMANFAATKAN FORUM RAPAT INI UNTUK SALING BERKOORDINASI, BERKOMUNIKASI, MAUPUN MENSINKRONKAN BERBAGAI HAL YANG PERLU DILAKUKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019, SERTA SECARA AKTIF MEMBERIKAN MASUKAN DAN SUMBANGSIH PEMIKIRAN DALAM RANGKA PERENCANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN KE DEPAN AGAR DAPAT LEBIH BAIK DAN BERKONTRUBUSI POSITIF DALAM MENINGKATKAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN MAUPUN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

DEMIKIANLAH BEBERAPA HAL YANG PERLU SAYA SAMPAIKAN UNTUK MENGAWALI PELAKSANAAN RAPAT INI DAN SAYA BERHARAP DENGAN ADANYA RAPAT KOORDINASI EVALUASI INI DAPAT MEMBERIKAN NILAI POSITIF BAGI PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2019.
AKHIRNYA, DENGAN MENGUCAPKAN “BISMILLAH HIRROHMAANIRROHIM” RAPAT KOORDINASI EVALUASI PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2019 DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN, SAYA NYATAKAN DIBUKA SECARA RESMI. SEMOGA ALLAH S.W.T SENANTIASA MEMBIMBING DAN MELINDUNGI KITA SEKALIAN.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH. 

WASSALAMU’ALAIKUM WARRAHMATULLAHI WABARRAKATUH. 
         
DIREKTUR JENDERAL                             BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
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